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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOROWTAHUN 2014

TENTANG

PENJABARA) f TOGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANLA N, PETERNAKAN DAN PEP tKANAN

KABUPATEN P 3NUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEN JKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 20H tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
„ dalam huruf a, p'erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

1. Pasal 18 aval (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Mengingnl

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perirnbnngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Tahun 1974

!•>. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-undang...



Menetapkan

o.

7.

undang-undang Nomor 7 Tahun 20i3 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
remoagian urusan remenntahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
an •t'-o* n ^t r^'-'-i I M f^^oron Rcoublik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Ixmbaran
Negara Nomor 4 74 1);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pcrangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
lenrang Petunjuk Trknis Penarnan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
537);

iO. -Peraturan 1.11 pan Penukal Abab Lematang liir Nomor 036
Tahun 2014 tentang Penibahan Atas Peraturan Bupati Nomor
008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BIEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasnl 1

Dalam Peraturan lupati ini yang dimaksud dengan :
1

2
Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat' Daerah
sebagai unsur pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah . tupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang tlir;

8. Pemerintahan Daerah
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Pemerin^an J^*^ P^<^-aan urusanIemei ntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
pnnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan nrmSp
SET 5SKT ^^ Ind°nC3ia scbagai—a dinScsudTahtm ^^ng-Undan8 Df^ Negara Republik Indonesia

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
PemeTntaUhanUkd "T^- **» mcn«untt "^ ™££Pemcnntahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangam
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunya, batas-batas wilayah yang berwenang meng!a uf
da.! mengurus urusan pemerintahan dan kcpcntinmn
inasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
iX^i™^" "dan 8iStCm Negara Kesatuan ReP«Wik
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati
S?1^TqP\mCrintaha« •:*acralfyang terdlrXoekiclanat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah

Lembaga Teknis Daerah, Keeamatan dan Kelurahan; '
Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksana tugas teknis
oPperlfon" dan"" ^J™" «" ^gXn SSSpc.s.onal dan atau keg.atan teknis penunjang yanK
mempunya; w.layah kerja satu atau beberapa Keeamatfn 8
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mcnuniukan
NTri W35,JaWab' WCWenang dan hi ^*£%Negcn Sipil dalam suatu satuan organisasi yann dalam
penksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau
kcterampilan tertcntu serta bersifat mandiri;
Eselon adalah jabatan stukturul.

10

11.

12

13.

14.

BAB II

Baginn Pertama
KEDUDUKAN

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pasul 2

1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah unsur
oiai,

2" °fr8 J3erwJlia,n* Petemakan dan Perikanan dipimpin oleh*eorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggumyawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kcdua
TuGAS

Pasal 3

Kenala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan memmmvai
tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang PertanianPe ernakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan^gas

Bagian Ketiga
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Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3
Kepala Dinas mempunvai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang

Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan aarana Prasarana;
b. pelaksanaan penyusunun Rcncana Srrategis (Renstra)

Reneana Kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas kinerja dalam
rangka pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perikunaii;

c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum di
bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan sarana
prasarana;

d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang Pertanian
Peternakan dan Perikanan dan aarana prasarana

e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
dmas/mstami/lembaga terkait lainnya Perryelenggaraan
urusan ch bu ang Pertanian, Peternakan dan Perikanan scrta
sarana prasai ma;

f. pelakasanaan pengujian tcknologi Pertanian, Peternakan dan
Perikanan ser a sarana prasarana;

g. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha di
bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta sarana
prasarana; dIdna

h" Po!^;anaap\ Pe?binaan urU8*n kcsekretanatan DinasPertanian, Peternakan dan Perikanan-
i- pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah•
j. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan

pelaporan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
sarana prasarana; l ,dn

k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
ORGANISASI

Sekretariat

Pasal 5

Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan •
a. kepala Dinas.
b. Sekretariat terdiri dari :

i. Kepala Sub Bagian Umum;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

umuTn*^ 'ncmpuny;u tu8as melaksanakan urusan administrasiumum, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, perlengkaoan
pcreneanaan, data, monitoring dan evaluasi. "gtcapan,

Pasal 6

UntuR melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
sektetanal rncmpuriyai tugas :

a pelaksanaan pcreneanaan



a. pelaksanaan pereneanaan umum, program, dan anggaran
pembangunan;

b. pengkoordinasian urusan tata usaha, tatalaksana, hukum,
organisasi, rurnah tangga, dan pcrlcngkapan;

c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
d. pelaksanaan unman administrasi kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;
e. pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutahiran dan

penyajian scrta penyimpanan data;
f. pelaksanaan monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

program kcrja dan kegiatan dinas;
g. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal7

1. Subbagian Pereneanaan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan-bahan guna penyusunan peiumusan

pereneanaan umum, program, kegiatan pembangunan
Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

b. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi
penyusunan program kerja dan kegiatan;

c. menyusun rencana operasional program, kegiatan
pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

d. menghimpun dan mengelola scrta mensinkronisasikan
usul/in proposal kegiatan dari kelompok tn^'i, instansi
terkait, Provinsi dan Pusat;

e. mengumpu.kan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi
dan pelaporan program kerja dinas;

f. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengolahan data

dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan bclanja
rutin Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan,
pembukuan dan perbendaharaan;

b. melnki iknn penafausabaan keuangan Dinas Pertanian
Peternakan (Ian Perikanan;

e. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan)

d. menyusun aporan basil-basil pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan Pertanian, Peternakan dan
Perikanan;

e. melaksanak in tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Urn jm mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan
rencana kegiatan Sub bagian Umum;

b. mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

c. melakukan koordinasi urusan tata usaha, tata laksana,
rumah tangga, perlengkapan, hukum, dan organisasi;

d. meiaksanakan ...
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d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurai dan kearsiparr
c melakukan tugas-tugas humas dan keprotokoan? crta

menytapkan penyelenggaraan rapa./pertemuan dinas-
f. nicngumpulkan bahan dan penyusunan rencana

PSStab. T^6™? *? PCnfiCl°la- P^eHharSn!p< ieaigan barang mventana dan asel kantor

8' Z™^",U"?" kin yang <,ibCrikan oleh *"»«" ^suaitu.ngan tugas dan fungsinya.

Bagian Keiima

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Pasal 8

Bidang Tanam tn Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang produksi tanaman
pangan screalia, kacang-kacangan. umbi-umb an. dan r duksi
nrrbrmatrTeL'n-^r11^' ^—y-». t—n^iobgf;T^

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud I'asal «
Bidang I'anaman Fan,.,,, dan Hor.ikultura „m„p , ™! 8'

anjuran pada tanaman pangan dan hortikultura'

°' SSS Prod'SV'anSaSr^,'1 ^ ^"*-«-j MowuKsi, pcmngkatan produktivitas Dcnintfl*«i«r.

e. pelaksanaan pelayan fasililasi perizinan, pemanlauan dan
^hruptten^"3 '" ~ -» SSEdfi

f ££ks]Z*~^^ * •—.
g'porHnnrnp.',UgaS,iain J™8 dibCTikan °,ch K<:"al" DinasPertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai lugas dan

lungsinya.

Pasal 10

l.Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan
mempunyai tugas : *°"""

a. menyiapkan bahan koordinasi kerja penyusunan program
kerja bidang produksi tanaman pangan dan kemhana"
pangan,

b. menyiapkan bahan daM menyusun petunjuk teknis dan
bimbmgan rekayasa pengembangan manajemen produksi
tanaman pangan dan ketahanan pangan;

c menyiapkan bahan uuluk melaksa'naan pembinaan
penmgkatan produksi tanaman pangan dan ketahanan
pangan;

u menyusun dan
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d. menyusun dan menetnpkan rencana. pengembangan
tanaman pangan sesuai dengan potensi wilayah;

c. menyusun sasaran bias tanam, luas panen dan produksi
tanaman pangan secara periodik dan berkesinambungan;

f. melakukan evaluasi capaian sasaran luas panen, luas
tanam dan pfotftifefcl fahafrran pang:

g. mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian
organik, teknologi inovasi produksi, penggunaan varietas
unggul, mcngatur pcia tanam, mcmbiiia mcinantau dan
mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman;

h. melaksanakan secara operasional pemantauan dan
bimbingan keterscdiaan pangan, pengembangan sistem
kewaspadaan pangan dan gizi, serta pcmetaan kerawanan
pangan;

i. melaksanakan secara oprasional pemantauan harga
pangan, analis distrubusi pangan dan pembinaan
keamanan nan«aiv

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan
pelaporan di bidang, produksi tanaman pangan dan
ketahanan pangan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan 1lorfukultura.

2. Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas :

a. menetapkan, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program kerja bidang produksi hortikultura;

b. menyiapkan, dan menyusun petunjuk dan bimbingan
rekayasa pengembangan manajemen produksi hortikultura
(buah-buahan, sayur-sayui'tui, tanaman bias, dan
biofarmaka);

c. menyiapan bahan pelaksanaan pembinaan peningkatan
produksi dan produktivitas produksi hortikultura (buah-
buahan, sayur-sayuran, tanaman bias, dan biofarmaka),

d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan
hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman bias,
dan biofarmaka) sesuai dengan potensi wilayah;

e. mfnginvrnlarisasi komodiH unggulan dan knwnsnn
pengembangan hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran,
tanaman bias, dan biofarmaka);

f. menyusun sasaran ums Lanam, iuas panen, dan proouKsi
hortikultura secara priodik;

g. mcngevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen
produksi hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran,
tanaman bias, dan biofarmaka);

h. mengembangkan teknologi organik, teknologi inovasi
produksi, penj gunaan varietas unggul, mcngatur pola
tanam scrta membina mcmanfau dan mengendalikan
seransran orran smr penpanggu tanaman;

i. menyiapkan ba ian pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan
pelaporan di bic ang produksi hortikultura;

; m/ilaWittaVnn I'lma !oi-i •-'-••in r*'«H~«-iL'Q»i „1.-.l-, V.-..,.-. \., p.yonoj. iii*-icxjLvo*xi U»iv*ji i i eagtio iciiii yciilg uiuLiiam, Oi-Cil iv^pciua uuituig

Tanaman Pangan dan Hoi tukultura.

3.Seksi usaha



Seksi Usana Tani, Pengoiahan, i'emasaran Hasil mempunyai
tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi kerja penyusunan program
kerja bidang Usaha Tani, Pengolahan, Pcmasaran Hasil ;

b. memfasilitasi kerjasama usaha tani petani dengan pihak
perbankan, penguatan modal usaha kelompok tani,
menumbuhkan lembaga keuangan mikro pedesaan;

c. mengidentifikasi peluang investasi dan menyusun analisa
usaha tani dan studi kelayakan usaha tani secara priodik;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis di bidang Seksi Usaha Taai, kelembagaan
usaha pertanian dan Pengolahan, Pemasaran Basil ;

c. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan bimbingan
pasca panen, p nyclamatan hasil panen clan menyiapkan
bahan pembinaan peningkatan dan pengembangan Usaha
Tani, pengolahan, Pemasaran Basil ;

I. menyiapkan petunjuk operasionai bimbingan pemasaran
dan promosi pasar, memantau dan menganalisa serla
menyebarkan tnformasi pasar;

g. melaksanakan memfasilitasi promosi produk dan olahan
hasil pertanian oleh petani selaku produsen;

h. memimbuhknn ngroinduntri dan indxisiri mmnh tangga.
pengolahan hasil di sentra-sentra produksi, dan pengolahan
ha§il produk turunan komoditi;

i. menyiapkan bahan dan melaksaiiakan pengendahan
pengelolaan lingkungan dengan diversifikasi pemanfaat
produk dan limbah pertanian;

j. menyiapkan bs ban pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan
pelaporan di bidang Seksi Usaha Tani, Pengolahan,
Pemasaran Ha: il;

k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tanam; n Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kccnam

BIDANG SARANA PRASARANA

Pasal 1 1

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kegiatan bidang lahan dan air, pupuk dan pcstisida,
alat dan mesin pertanian.

Pasal 12

Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal
11, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja

bidang sarana dan prasarana;
b penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan,

penyediaan, pengembangan, perekayasaan, rancang bangun
prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian, peternakan
dan perikanan;

c. penyiapan oanan
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c. penyiapan bahat: penetapan pembinaan opiimaiisasi
peningkatan pengel >laan, pendayagunaan lahan dan air untuk
usaha tanaman p mgan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan;

d. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, pengawasan
percdaran dan penggunaon, penyimnanan sertfi nemusnahan
pupuk dan pestisid i;

e. penyiapan bahan penetapan pembinaan pemanfaatan air
untuk usaha tanaman pangan dan hortikuluta, peternakan
dan perikanan air tawar; •.,-

f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi terkait dan iembaga iainnya di bidang sarana
dan prasarana;

g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang sarana dan prasarana;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai hlQas dan
fungsinya.

Pasal 13

I. Seksi Lahan dan Air mempunyai tugas :
a. menetapkan pedoman pengaturan pemanfaatan lahan dan

b. mengiventarisasi tambahan area! tanam, dan peningkatan
indeks pertanaman, peternakan dan perikanan-

e. mengidentifikasi potensial perluasan areal dan ketersediaan
lahan untuk tanaman pangan dan hotikultura, hijauan
pakan temak dan usaha perikanan air tawar;

d. melaksanakan bimbingan teknis perancangan kebutuhan
dan ketersediaan air irigasi dan lahan pertanian, peternakan
dan perikanan;

e. melaksanakan bimbingan pengembangan d; n pemeliharaan
prasarana konservasi air dilahan usaha tani dan lahan
marginal;

I. membina optimasi penggunaan air dan lahan pertanian
rehabihtasi dan peningkatan jaringan irigasi di tingkat
usaha tani, rehabilitasi lahan dan cetak sawah;

g. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemeliharaan
scrta pemanfaatan sumber-sumber air di tingkat usahatani;

ii. mengumpulkan >ahan dan melaksanakan koordinasi scrta
kerjasama dengan instansi tcrkail Iainnya di bidang, lahan
dan air;

i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi
dan pelaporan di bidang seksi lahan dan air;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana.

'2. Seksi Pupuk dan Pcstisida mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan pcrizinan, pengawasan pupuk

dan pcstisida;
b. menyusun rencaha kebutuhan pupuk dan pesusida'
c. menyiapkan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi;

a. melaksanakan
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d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi;

e. melaksanakan pembinaan disributor dan pengecer resmi
pupuk dan pestisi la;

f. menginvcntarisir pupuk dan pcstisida yang bcredar;
g. mengawasi peredaran pupuk dan pestisida;
h.mengembangkan usaha' dan kelembagaan pembuatan

pupuk organik;

i. mengawasi dan mclaksankan pengujian mutu pupuk
organik;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidana
Sarana dan Prasarana.

3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas ;
a. mengumpulkan bahan, mengelola data dan menyusun

rencana Kegiatan di bidang alat dan mesin pertanian
peternakan dan perikanan;

b. melaksanakan pengkajian penerapan penggunaan alat dan
mesin pertanian, peternakan dan perikanan;

c. melalcukan identifikasi dan invenfarisasi kebutuhan
penggunaan, pengembangan jasa alat dan mesin pertanian
peternakan dan perikanan;

d. menyusun petunjuk teknis pengembangan dan penggunaan
alat mesin pertanian, peternakan dan perikanan-

e. mcmrasilifasi usaha dan kemitraan penggunaan dan
penyediaan alat dan mesin pertanian, peternakan dan
perikanan;

f. membuat dan menguji prototype alat dan mesin pertanaian
peternakan dan perikanan terapan lokal spesiflk;

g. membantu analisis teknis , ekonomi dan sosial'budaya alat
dan mesin perfaninn, prlrmnknn dan perikanan

h. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan evaluasi
dan pelaporan di bidang alat dan mesin pertanian,
peternakan cl^n perikanan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana.

Bagian kctujuh
Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang, Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kegiatan di bidang bu< idaya peternakan dan keschatan hewan,
pengolahan dan pemasaian hasil peternakan, penyebai an dan
pengembangan peternakan. :

Pasal t 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal M
Bidang Peternakan mempunyai tugas ;
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang

budidaya peternakan, keschatan hewan, pengolahan dan
pemasaran hasil, penyebaran dan pengembangan peternakan;

b. pereneanaan kegiatan

i.
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o. pereneanaan Kegiatan proauKsi dan pemuiouan ternak,
keschatan hewan dan veteriner, penyebaran dan
pengembangan peternakan;

c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis produksi dan
pembibitan ternak, keschatan hewan dan veteriner,
penyebaran dan pengembangan peternakan;

d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan budidaya peternakan;
e. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
f. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
g. pelaksanaan fasilitasi pernberian rekomendasi perizinan di

bidang peternakan;
h. pelaksanaan pengawasan, evaiuasi dan pelaporan di bidang

peternakan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pertanian, Peteraakan dan Perikanan.

Pasal 16

1. Seksi Budidaya peternakan dan keschatan hewan
mempunyai tugas :

b. menyiapkan bahan koordinasi program kerja di bidang
budidaya peternakan dan keschatan hewan;

c. menata serta menyusun teknik pembibitan, produksi dan
reproduksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan
swmbcr bibil ternak;

d. melaksanakan bimbingan teknis penanaman hijauan pakan
ternak, pembuatan pakan, pakan ternak menjadi
standarisasi mutu pakan ternak;

e. mcngatur S( rta melaksanakan sis,tern pembibitan dan
pelestarian pi isma nutfah;

f. melaksanakan analisa epidemiologi pengamatan penyakit
hewan dan p< layanan medik veteriner;

g. mengawasi percdaran obat hewan, vaksin dan bahan
biologis sort; penggunaan chemicalia, bahan baku obat
hewan yang Leredar di masyarakat;

h.mengawasi dan pengujian keschatan bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan serta produk hewan, hygiene
sanitasi dan kesejahtcraan hewan;

i. melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan/rekomendasi,
pengujian dan pengawasan percdaran obat hewan dan
residu obat hewan, produk hewan, hygiene sanitasi dan
kesejahtcraan hewan serta pelayanan medik veteriner;

j. memberikan bimbingan kepada masyarakat pcternak
mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyakit, bibit
penyebab penyakit, sanitasi kandang, alat mesin
peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;

k. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan
kejadian wabah penyakit hewan scrta pcngambilan dan
pengiriman spesimen ke Laboratorium Type B atau Balai
Bcsar Veteriner (BBVet);

serta keschatan masyarakat veteriner;

m. menyiapkan bahan
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m. menyiapkan bahan guna mencrbitkan sural keterangan
keschatan hewan dalam rangka status keschatan hewan-

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pernberian
rekomendasi pcrizinan di bidang usaha budidava
peternakan; "J"

o. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan, evaluasi
clan pelaporan di bidang budidaya peternakan-

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidahg
Peternakan. &

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja

bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan-
b.melakukau analisa pasar, pemantauan dan penyebaran

informas. pangsa pasar, promosi hasil-hasil peternakan
untuk pengembangan pemasaran;

C" rTen^h." , b!^bin«an terh"daP "nit perusahaanpengolahan hasil peternakan;
d. melaksanakan bimbingan penerapan standar pembinaan

mutu hasil dan pengolahan serta pemasaran •
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta

pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan;

t menyiapkan bahan dan meningkatkan promosi, daya saing
pemasaran, peluang pasar produk primer maupun produk
oiaban, dan menampung komoditas peternakan-

g. menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pernberian
rekomendasi perizinan di bidang pengolahan dan pemasaran
nasi! peternakan;

h'mahaJnTkn::, pcmantaua" d™ pengawasan kemitraanusaha peternakan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan
evaiuasi can pelaporan d, bidang pengolahan dan
pemasaran basil peternakan;

J. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
Peternakan. s

3. Seksi Penyebaran dan pengembangan
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja di
bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;

b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap
penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak
pemerintah, penyebaran ternak dan penyaluran bibit ternak
oleh swasta, serta pengembangan kemitraan peternakan-

c. melaksan; kan bimbingan dan pengawasan insenminasi
bualan, pemanfaatan dan rcgist rasi hasil insenminasi
buatan serta pengadaan mani beku (straw) dan nitrogen
uaii,

d. melaksanakan bimbingan dan pengembangan, pengadaan
dan perbanyakan scrta penyaluran benih/bibit hijauan
pakan ternak;

Peternakan

e. menyiapkan ...

Li.
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e. menyiapkan bahan re,,, • •
penyebaran ternak bibi, tem.1,7iak8a"akan Pengadaan,

f- menyiapkan bahan dan ml- T' da" unggas;loka^dan ca,„n SL^SSS"£X^ '^^
Iainnya; "embelihwi dan atau ke wilayah

h. melaksanakan bimbingan hvm'r-ne

i. 52E£2 ^rdb'Tasi -ET" lcrna!;'PcngawLar pSS^n ^rtlc SET"1 PBmM*"-

Bagian Kedclapan
Bidang Perikanan

Pnnul IT

Pcnyeb,,,,,,, dan ^LCtTX 'rSZg'PeT!l^nn"'
Pasal 18

a^z™:»;r'" ",l,ksuti '^ ^
;• PeS^anLSS,rSk:nanPC"-SU'-" •"—-»
b. penyusunan bahan penetanan

Pengembangan potensi Sy "penW ai d? ,0^si
perairan umum, pengolahan hi fenkanan air tawar dan
Pengembangan Perikanan Serta P^baran dan

C-Sm^ »«tu produk8i
^Pengendalian hamfdan S^n"^' PCdkanan SCrta
d. pelaksanan Bimbingan nenerarom ' .< i

budidaya, pengolahan hasd "erikanT n ^ *""Pengembangan perikanan- puikan<m> Penyebaran dan

kerjasama teSSS^eS? ikan ^ ^ PCn^angankeuangan; ' '"' P^ngusaha dan iembaga
f. penyiapan bahan dan r,,.i-u.perikanan; Pelaksanaan pembinaan di bidang
g. penyiapan bahan dan ndaksnn-,.,,, f .,.
. "*<™™<- „,,,, , ni ^t^kanan38""38 ^^^

Perikanan, informaai dan pVo™0^kan^anai' ga"BBUa"

k. pelaksanaan tugas



k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan:

1. Seks

Pasai i9

udidaya Perikanan mempunyai tugas .
a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan proeram keria di

bidang budidaya perikanan; " ,
b. melaksanakan bimbingan, membinaan dan

mengembangkan produksi, mutu benih ikan, teknologi
pcrbcnihaa, lokasi perbenihan;

C'nalvSanikand,an memfasilitasi Pengujian sertifikasi danP'-nyediaa n inauk unggul bagi pcmbudidaya ikan-
d. melaksan ikan mengumpul, mengolahan dan me'ngkaii data

potensi sr mberdaya perikanan budidaya air tawar-
e. melaksanakan pengendalian dan eradikasi h'ama dan

penyakit ikan serta lingkungan budidaya-
f. menviapkan bahan dan melaksanakan' pengawasan serta

pengendalian usaha perikanan dan pengelolaan lingkungan-
g. merencanakan pola pengembangan, rekayasa teknologi dan

pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya-
h. mengawasi peredaran obat ikan kimia dan biologi (OIKB)

dan percdaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya
i. menyusun dan meiaksnrmi^-.r, ««i ,'*'" perikanan h,^ mc-iaKsanaKan pola pengembanganPenkanan bud.daya yang tepat teknologi, tepat komodid,

Intra E P ""?* m™CaW ^ produksi di sentra-sentra kawasan pejnkanan budidaya dan BBI-
J. menyiapkan bahan dan melaksanakan pernberian fasilitasi

rekomendasi penzman budidava perikanan-
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan

evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan-
an tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perikan; m.

c,,>v Pen^oki ban

tugas:
flnn (J CT^ ' >k: P •*'! T^ Perikanan mempunva'

a.mcny.apkan bahan koordinasi penyusunan program keria
bidang pengolahan dan pemasaran basil perikanan-

b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa serta pola
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan-

c merencanakan dan merekayasa teknologi pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

d. melaksanakan bimbingan dan membma untuk
menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

e. melaksanakan merencanakan, mengembangkan
standar.sasi, sertifikasi, sanitasi dan hiegienik serta
keamnnnn produk perikanan sebagai bahan pangan;

f. menyiapkan bahan dan informasi'pengembangan investasi
usaha hasil perikanan dan data informasi pasar;

g. menyiapkan bahan <.\.,i, melaksanakan faaiUUitti pernberian
rekomendasi pcrizinan di bidang usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

h. menyiapkan bahan ...

j'i
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h. menyiapkan bahan dan meningkatkan daya saing
pemasaran produk primer maupun produk olahan ikan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan dan
pemasaran basil perikanan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perikanan.

3. Seksi Penyebaran dad)Pengembangan Perikanan mempunva
tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerj<
di bidang penyebaran dan pengembangan perikanan;

b. membimbing pelaksanaan dan pemantauan pernijahar
induk beni'i;

c. melaksanakan merencanakan pengembangan dai
mengelola perbenihan dan ras unggul;

d. menyiapka -\ bahan dan melaksanakan pembinaan
pengawasa 1 dan pengendalian usaha penyebaran dar
pengembai gan perikanan;

e. merencanakan dan mengembangan jenis ikan spesiflk ioka
unggulan melalui teknik budidaya;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberiar
rekomendasi pcrizinan di bidang penyebaran dai
pengembangan perikanan;

£! menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan
evaluasi dan pelapor kegiatan penyebaran dar
pengembangan perikanan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidan;
Perikanan.

Bagian Kesembilan

Keloinpok Fungsional

Pasal 7.0

1.

.->,

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tuga:
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahliar
dan kebutuhan;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pad;
aval H\ T>n«?n! '^O dirMtnrvn f>1 »•»!> •tmnno liT>r\ivi fi infT<5ioi"lP

senior yang dilunjuk dan berada di bawah serta bertanggunj
jawab kepada Kepala Dinas;
Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada (i
Pasal 20 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebu
pada (1) pasal 20, diatur berdasarkan Peraturan Perundang
undangan;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesua
dengan Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku.

Bab Hi.

lb
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BAB iii

KEPEGAWAIAN
Pasal 21

1- Kepala Dinas diangkat dan diberhenukan oleh Bupati-
2. kepala Dmas berkewajiban dan her.anggung jaw b d

3' dlfth?r se";kCpntVan lam mcngenai ™salah Kepegawadiaru, sesira Peraturan Perundang-tmdangan van* beriX

alam

Bidang

BAB IV

KEUA.NGAN
Pasai 23

g berlaku

££££> pS iAbirbtraunEp"r,rbakan,d;,n ,""-ika"a"Pendapatan Dan DelaTa DaerS lApk^T'"^ da*A»eearan
sumber Iainnya yang JTdSwMEg,*" **" Kabl«

Ag

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Agar 'seUap1" ^olaTc!" ^^ ^ ^^ <*iundangkan.!!lia? _°mng _^engetahuinya, memerintahkan

ss^^i,x=r
Ditetapkan di Taking Ubi
Pada Langgai P] -/o - 2014.

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

aUUXJUUlU

ii. KERI AMALINDG

Diundaiigkaii di raiaug Ubi
Pada tangga I £} . /0 . 2014,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANC^LJR

1

H. MuKAiViiviAD iSNAiNi

?ZTN £14 r^oT''*™ l'™"^1-"- LWWTAM, ,UR

ii>



1

:

BAB iii

KEPEGAWAIAN
Pasal 21

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati-
"" m^nt^rkaJ Û dan ***"&*>* jawab dalam
S^SS npcncmuan kebijakan Bupati di Bid^

3. Kctcntuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian
dmtur sesuai Peraturan Peamdang-undangan yang beriX

BAB IV

KEUANGAN
Pasai 23

Keuangan Dinas Pertaniin d„( ,
Kab,pa!c„ rc„u,,,,^ba^
Pendapatan Dan Belania Dier nra j toesarai1-umber .ainnya yang XTJ^J? **U K^a^

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24Peraturan Bupati ,„, ,,,„„ .rlaku (angga|

l«U:: PeraSn Bu^^SL, ST*?"""

Ditetapkan di Taking Ubi
Pada Langgal £}- io - 2014.

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

lUfAJlT

ii. HEEu AMALiNDO

Diuiidaiigkan di Talaug Ubi
Padatanggal cl}*/o- 2014.
SEKRETARIS DA2RA1! KABUPATEN
PENUKAL ABAB .EMATANG ILIr"

K. MUKAMMAD iSNAiNi

?S2^4NOto UPATEN PENUKALABAfl LEMATANG ,UR

Ig
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